BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam rangka pencapaian target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan sekumpulan program prioritas yang inheren di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah.

7.1. Kebijakan Umum

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain :

1. Peningkatan  sitem informasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Peningkatan  kuantitas dan kualitas penyelengggaraan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur;
4. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
5. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
6. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Untuk menjalankan strategi pembangunan daerah tahun 2013-2018, diperlukan Kebijakan Umum untuk memayungi pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Kebijakan umum pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk prioritas-prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Kebijakan umum Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 meliputi :

1. Kebijakan umum yang terkait penciptaan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat

Perwujudan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipasif dan inovatif sebagai prioritas pembangunan, bukan sekedar latah mengikuti pemakaian jargon politik dalam mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan semasa Orde Baru. Akan tetapi merupakan perwujudan dari semangat reformasi politik yang diarahkan untuk mewujudkan otonomi daerah dan demokrasi.

Sebagai upaya membangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat selama 5 (lima) tahun kedepan, maka kebijakan umum yang dilakukan adalah melalui perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas dengan memegang prinsip-prinsip good governance serta clean and strong government, yang didukung dengan perwujudan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif dan kelembagaan yang kuat, serta dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.
2. Kebijakan umum yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang sangat strategis perannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas.
Pembangunan pendidikan dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma/nilai kehidupan masyarakat lokal dan tanpa diskriminasi. Maka dalam upaya perwujudan pembangunan pendidikan yang berkualitas, kebijakan umum yang ditetapkan adalah memberikan akses dan pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat tidak mampu dan berprestasi melalui beasiswa dan subsidi biaya pendidikan, yang didukung dengan peningkatan kualitas, kompetensi serta kesejahteraan para guru.
Sedangkan pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Upaya yang dilakukan dalam lima tahun ke depan, ditetapkan dengan kebijakan umum pembangunan kesehatan yaitu peningkatan akses pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat tidak mampu, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang tersebar secara merata di seluruh wilayah..

3. Kebijakan umum yang terkait dengan pengembangan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah
Sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyumas, maka dilakukan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan sesuai dengan potensi-potensi ekonomi daerah yang dimiliki.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan kebijakan umum berupa pengembangan sektor perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (padat karya) yaitu sektor pertanian dalam arti luas sebagai sektor inti dan sektor lain penunjang perekonomian seperti sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor industri terutama industri kecil dan menengah serta perdagangan yang mempunyai kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Banyumas, yang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing produk perekonomian daerah.
Selanjutnya untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, maka ditetapkan kebijakan pengembangan sistem ketahanan pangan yang mampu mempertahankan kuantitas (jumlah pasokan/ketersediaannya) dan kualitas (gizinya) pada tingkat yang aman dan memadai, serta dapat didistribusikan secara merata di seluruh wilayah.
Perwujudan kebijakan ini, didukung dengan kebijakan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, agar mampu bersaing secara global, sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

4. Kebijakan umum yang terkait dengan peningkatan dan pengembangan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah
Pengembangan daya saing agribisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah menjadi hal penting untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah. Bahkan pengembangan agribisnis juga sangat relevan dengan ekonomi kerakyatan dan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat.

Dalam upaya mendukung perwujudan ekonomi daerah yang mandiri, maka ditetapkan kebijakan pengembangan agribisnis di Kabupaten Banyumas sebagai wujud kesinambungan, penganekaan, dan pendalaman pembangunan pertanian, yang berbasiskan keunggulan dan kekhasan lokal yang mampu berdaya saing serta mampu meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam perekonomian dunia yang semakin bebas dan penuh persaingan. 
Selain itu, kebijakan lainnya yang ditetapkan guna mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri, yaitu dilakukan upaya peningkatan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu menjadi lembaga sosial ekonomi yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri, dan berperan dalam perekonomian Banyumas. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perkuatan ekonomi daerah yang selama ini didukung dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang terbukti tidak terimbas secara eksplisit oleh krisis ekonomi global yang terjadi saat ini.

5. Kebijakan umum yang terkait dengan peningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kebijakan umum dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna menunjang kegiatan sosial masyarakat yaitu penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas dengan tetap memperhatikan aspek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Infrastruktur daerah dimaksud berupa jaringan jalan, jembatan, drainase, irigasi, perumahan dan permukiman, prasarana sarana permukiman, serta transportasi.

Jaringan jalan merupakan moda transportasi yang berperan penting dalam mendukung pembangunan terutama dalam kontribusinya untuk melayani mobilitas manusia, pengumpulan dan distribusi barang. Selain itu jaringan jalan juga diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar  perdesaan serta untuk mempercepat pengembangan wilayah. 
Selanjutnya pembangunan irigasi adalah untuk mendukung pengembangan pertanian, sebagai sektor ekonomi inti pembangunan daerah Banyumas. Sedangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkualitas merupakan salah satu upaya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan perumahan dan permukiman utamanya pembangunan rumah layak huni diarahkan untuk mengatasi permasalahan bertambahnya kawasan permukiman kumuh, didukung dengan pembangunan sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan persampahan.
 Pembangunan sektor transportasi di Banyumas diarahkan untuk mengatasi permasalahan belum terpadunya pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan sistem jaringan transportasi (antar moda, antar wilayah dan antar lembaga). Fenomena ini umumnya terjadi pada sarana transportasi di wilayah perkotaan yang diakibatkan belum berkembangnya (keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, serta rendahnya kualitas pelayanantransportasi umum.

Dukungan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan juga diterapkan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan secara lestari, melalui upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berbasis konservasi dengan mengarusutamakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

6. Kebijakan umum yang terkait dengan terciptanya keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan

Rendahnya ketersediaan jaringan jalan di wilayah Banyumas mengakibatkan terbatasnya aksesibilitas pada beberapa kawasan di wilayah tersebut. Lebih jauh lagi kondisi ini mengakibatkan menjadi terhambatnya mobilitas penduduk serta kegiatan koleksi dan distribusi barang terutama hasil-hasil pertanian yang merupakan produk utama masyarakat setempat. Dari aspek kewilayahan, kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kesenjangan antar wilayah. Wilayah-wilayah yang aksesibilitasnya rendah cenderung menjadi terisolasi serta relatif lamban untuk berkembang, sebaliknya wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi cenderung lebih cepat pertumbuhannya.

Oleh karena itu dalam rangka upaya mewujudkan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan antar wilayah, ditetapkan kebijakan umum daerah yaitu pengurangan kesenjangan wilayah yang difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial bagi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat secara adil dan merata.
7. Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa

Keberhasilan pembangunan perlu  perlu diantisipasi dengan adanya kesiapan masyarakat beserta pranata sosial yang ada di dalamnya sehingga stabilitas yang diraih dapat berkelanjutan. Di samping melihat ke dalam, pembangunan daerah juga harus mampu mengantisipasi arus globalisasi yang semakin masif yang meniscayakan adanya ketahanan budaya yang mampu menjadi penyelaras nilai global dan nilai lokal sehingga dapat menghindarkan perbenturan antarbudaya (class civilization). Untuk itu, kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Banyumas selama lima tahun ke depan guna mewujudkan tatanan masyarakat yang semakin baik adalah melalui pembangunan moral dan spiritual masyarakat yang mengedepankan toleransi akan keberagaman, serta pembangunan karakter pemuda dan masyarakat sebagai kekuatan daerah yang strategis.
Pembangunan agama memiliki peran penting dalam mewujudkan kondisi moral, etika, serta spiritual bangsa Indonesia. Pembangunan agama merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Sebagaimana diatur Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pembangunan agama bukan hanya usaha untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman, serta pengamalan ajaran agama, melainkan juga ditujukan untuk membangun masyarakat yang memiliki kesadaran akan adanya realitas sosial tentang nilai-nilai keberagaman (atau kebhinnekaan) dan memahami makna kemajemukan sosial. Untuk itu dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan yang nyaman dan damai perlu adanya  upaya pembinaan kerukunan umat beragama.
Pembangunan Pemuda dan Olah Raga mempunyai peran yang strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggungjawab serta pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan  bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas pemuda saat ini. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan dan tantangan di era global. Sedangkan pembangunan keolahrgaan ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.
7.2. Program Pembangunan Daerah


Kebijakan umum pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Banyumas selama periode tahun 2013-2018, program pembangunan daerah merupakan kumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan  program pembangunan daerah sekurang-kurangnya mengakomodir program prioritas  kepala daerah terpilih. Program Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2018 sebagai penjabaran sasaran visi dan misi, yaitu :
1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat
1). Program Pengembangan Data/Informasi;
2). Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
3). Program Kerjasama Pembangunan;
4). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan;
5). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
6). Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
7). Program Perencanaan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
8). Program Pengembangan Penelitian Daerah. 
9). Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.
10). Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
11). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
12). Program Peningkatan Akuntabilitas, Tranparansi Berbasis Teknologi.
13). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
14). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
15). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
16). Program Pengelolaan Aset Daerah.
17). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
18). Program Penataan Administrasi Kependudukan.
19). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
20). Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.
21). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
22). Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.
23). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
24). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
25). Program Penyelamatan Data Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.
26). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
27). Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
28). Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
29). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.

1). Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun.
3). Program Pendidikan Menengah.
4). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
5). Program Pendidikan Non Formal.
6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
8). Program Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan.
9). Program Pendidikan Luar Biasa.
10). Program Pendidikan Berkelanjutan.
11). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
12). Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
13). Program Pengawasan Obat dan Makanan.
14). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
15). Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
16). Program Pengembangan Lingkungan Sehat
17). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
18). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
19). Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
20). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata.
21). Program Pemeliharaan Sarana an Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata.
22). Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan
23). Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan.
24). Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat.
25). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
26). Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
27). Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
28). Program Pendidikan Luar Biasa
3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah
1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
2). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
3). Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
4). Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
5). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan.
6). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
7). Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.
8). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
9). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
10). Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
11). Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
12). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
13). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan.
14). Program Pengembangan Agribisnis.
15). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.
16). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan.
17). Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.
18). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
19). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
20). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
21). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
22). Program Pengembangan Kemitraan.
23). Program Pengembangan Industri Kecil Menengah. 
24). Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
25). Program Penguatan Kelembagaan Sektor Industri.
26). Program Pelindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
27). Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah

1). Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, 
2). Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
3). Program Efisiensi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
4). Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan.
5). Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport.
6). Program Penciptaan Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
7). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
8). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
9). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
10). Program Peningkatan  Promosi dan Kerjasama Investasi.
11). Program Peningkatan Iklim Invetasi dan Realisasi Investasi.
12). Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. 
13). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang sosial ekonomi masyarakat

1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
2). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

3). Program Pembangunan dan Rehabilitasi Turap/ Talud/Bronjong.
4). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina-margaan.
6). Program Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
7). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.
8). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
9). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
10). Program Pengendalian Banjir.
11). Prpgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
12). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

13). Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
14). Program Pengembangan Perumahan.
15). Program Lingkungan Sehat Perumahan.
16). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
17). Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.
18). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
19). Program Pengelolaan Pemakaman.
20). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
21). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan Ketenagalistrikan.
22). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
23). Program Pembinaan dan Pengembangan Air Tanah dan Panas Bumi.
24). Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral.
25). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan.
26). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
27). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
28). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan,
29). Program Peningkatan  dan Pengamanan Lalu Lintas.
30). Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
31). Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH.
32). Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan
33). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
34). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
35). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan

1). Program Perencanaan Tata Ruang.
2). Program Pemanfaatan Tata Ruang.
3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
5). Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian.
6). Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
7). Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
8). Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. 
9). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
10). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
11). Program Pembinaan Anak Terlantar.
12). Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
13). Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
14). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial,
15). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
16). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.
17). Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
18). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
19). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
20). Program Keluarga Berencana.
21). Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
22). Program Pelayanan Kontrasepsi.
23). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri.
24). Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa.  

1). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
2). Program Peningkatan Saran dan Prasarana Olahraga.
3). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
4). Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.
5). Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. 
6). Program Pengelolaan Keragaman Budaya
7). Program Pendidikan Politik Masyarakat
8). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
9). Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
10). Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
11). Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
12). Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
13). Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam.
14). Penataan Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
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